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mahasiswa yang akan mengakhiri masa perkuliahannya di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area.

Disamping itu penulis juga bermaksud dan merasa terpanggil untuk
membahas suatu Kebijaksanaan Pemerintah terhadap pelaksanaan Perusahaan Inti
Rakyat Perkebunan, yang telah banyak dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Akan
tetapi masih juga banyak diantara mereka belum mengerti tentang peraturan masalah
ini yang sebenarnya.

Dengan alasan inilah penulis selaku mahasiswa Fakultas Hukum, berhasrat
akan memaparkan dalam skripsi ini tentang bagaimana sebenarnya peraturan yang
diterapkan pada Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, dengan harapan semoga
nantinya skripsi ini dapat membantu masyarakat umum, khususnya bagi mereka
yang ingin mengetahuinya

Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang luas wilayah perkebunannya,
sehingga pengembangan PIRBUN merupakan suatu solusi untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, berhubung dengan hal tersebut maka penulis
ingin menguraikan pelaksanaan PIRBUN tersebut dikaitkan dengan Hukum

Administrasi Negara

F. Methoda Pengumpulan Data.

Suatu penelitian dan pembahasan atas sesuatu materi yang sedang diteliti
membutuhkan data-data, dimana data-data tersebut merupakan suatu alat dalam
mengadakan penyelidikan dan analisa atas sesuatu masalah, terutama dalam
mengadakan uraian dan pembahasan materi yang sedang diteliti serta untuk
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Bab I : Pendahuluan yang merupakan penulisan materi secara umum dan
dibagi dalam beberapa sub bab antara lain :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilithan Judul,
Permasalahan, Hypotesa, Tujuan Penulisan, Methoda Pengumpulan
Data dan Sistematika Penulisan.

Bab I : Tinjavan Umum Mengenai Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan
yang dibagi dalam beberapa sub bab, antara lain :

Pengertian  Kebijaksanaan, Dasar Hukum  Pengambilan
Kebijaksanaan, Pelaksanaan kebijaksanaan dan Kedudukan
Kebijaksanaan Dalam Hukum Administrasi Negara

Bab I : Pelaksanaan Perusahaan Inti Rakyat di Sumatera Utara yang dibagi
dalam beberapa sub bab, antara lain :

Perkembangan dan Pelaksanaan Perusahaan Inti Rakyat di Sumatera
Utara, Maksud dan Tujuan Diadakannya Perusahaan Inti Rakyat
dan Pelaksanaan Konversi Pada Perusahaan Inti Rakyat.

Bab IV . Peranan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara Dalam
Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan yang dibagi dalam beberapa sub
bab, antara lain :

Peran Dinas Perkebunan Dalam Pengelolaan PIRBUN, Hak dan
Kewajiban Petani Peserta Dalam PIRBUN, Keuntungan Petani
Peserta Dalam PIRBUN dan Berakhirnya Hubungan Perusahaan inti

Dengan Petani Peserta.
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(Undang-undang kegunaan), sedangkan contoh ketetapan dalam bentuk Vonis ialah

dalam hal hakim mengangkat seorang wali (voogd, ialah dalam yuridiksi volunter).

Dengan demikian apakah perbedaan antara ketetapan dengan Undang-undang

materil, ketetapan itu dibuat untuk menyelesaikan suatu hak konkrit, yang diketahui

terlebith dahulu oleh administrasi negara, misalnya pengangkatan saudara A sebagai

Dekan Fakultas Hukum UGM dan oleh sebab itu surat pengangkatan tersebut

memberi hak dan kewajiban kepada sandara A tersebut.

Contoh lain pencabutan (ontegening) hak milik saudara B atas tanahnya yang

terletak di Jalan Patimura No. 123 Medan (nama tanah tersebut dengan tegas),

Undang-undang materil dibuat untuk menyelesaikan hal-hal yang belum dapat

diketahui terlebih dahulu dan mungkin akan terjadi (hal umum), dengan demikian

Undang-undang materil ditujukan kepada hal-hal yang masih abstrak, misalnya

u

k

U

2

e

ntuk seorang Lektor, ditetapkan golongan IV/a, dengan demikian keputusan ini
arena menetapkan peraturan acara materil termasuk dalam lapangan perundang-
ndangan.
. Ketetapan sebagai tindakan hukum.

Ketetapan sebagai tindakan hukum (rechtshandeling) dapat dibagi dalam :
Ketetapan Positif (Positive Beschikking).

Ketetapan Negatif (Negative Beschikking).

Ad. 1. Ketetapan Positif.

Ketetapan positif adalah tindakan hukum yang menimbulkan hak-hak dan

atan kewajiban, karena tindakan syarat-syarat umum yang menentukan bantuk dari

sesuatu ketetapan itu, maka nampaknya ia tidak selalu nampak dibedakan dengan
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tindakan-tindakan bestuur lainnya, untuk beberapa ketetapan, pembuat undang-

undang mengadakan syarat :

a. Harus dipenuhi bentuk-bentuk tertentu.

Hal ini dianggap lazim serta pantas syarat motifering (alasan), bilamana suatu
permohonan tidak dikabulkan keseluruhannya atan bilamana terhadap ketetapan
itu diberikan kemungkinan untuk naik banding (misalnya Pasal 56 ayat 7
Ordonantie Inkmstebelesting 1932) Ketetapan harus disertai alasan-alasan,
bilamana keberatan-keberatan yang diajukan ditolak sepenuhnya atau sebagian,
atau juga keberatan itu tidak dapat diterima dan Pasal 119 ayat 2
Legelverordering 1921, surat-surat, paksaan memuat keterangan yang cukup
tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penagihan itu.

b. Untuk ketetapan yang mempunyai arti yang lebih umum (Vanmeer algemene
betekenis) kadang-kadang disyaratkan publikasi tetapi publikasi ini tidak selalu
merupakan syarat untuk mulai berlakunya ketetapan itu.

Misalnya : pernyataan sesuatu perkumpulan bertentangan dengan ketertiban
umum, baru dilaksanakan sesudah anggota-anggota dan pimpinannya diperiksa
atan dipanggil. Pernyataan tersebut sedapat mungkin disampaikan kepada
anggota-anggota itu dengan perantaraan juru sita dan melalui perilaku sesudah
diumumkan dalam berita negara, pasal 4 ferineging en verdering verordenning
(Peraturan Perkumpulan dan Rapat) Stb 1913 No. 561.

Untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana, karena ikut serta dalam suatu
samencholing (gerombolan) harus dipenuhi persyaratan, bahwa pemerintah

dalam hal im polisi menyatakan untuk bubar diulang dua kali (Pasal 218 KUH
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Pidana) tetapi dalam penempatan perkataan “dengan sengaja” dalam pasal itu,
tidak dimaksudkan memberikan pengumuman yang sempurna, sebab orang yang
tidak mengindahkan pemberitahuan itu harus sudah mengetahui bahwa
pemerintah atau polisi telah memberikan peringatan yang ketiga, dengan
sendirinya perintah polisi itu sukar untuk diikat suatu bentuk sebab ia dapat juga
berdiri sendiri.

d. Bila Undang-undang mengaitkan akibat-akibat hukum pada penyerahan atan
pemberian sepucuk surat, maka tindakan materiil (materieledaad) ini merupakan
ketetapan, pembuatan dan penanda tanganan surat itu hanya merupakan
tindakan-tindakan penyimpangan tanpa akibat hukum, demikian pula dengan
surat izin mengemukakan (ribewijs) yang hanya mempunyai nilai, bilamana
berada dalam tangan si pemilik.

e. Mengenai perkumpulan Koperasi Indonesia ditentukan dengan tegas, bahwa
mulai berdirinya perkumpulan itu adalah pada tanggal dicatatnya dalam daftar
perkumpulan jawatan koperasi. Contoh Pasal 74 ayat 4 dari peraturan dalam Stb
1949 No. 179.

Ad. 2. Ketetapan Negatif.

Di samping ketetapan positif ada pula suatu ketetapan yang hanya
menetapkan suatu tindakan yang diminta di dalam hubungan-hubungan hukum tidak
ada terjadi, dengan demikian yang tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Ketetapan
negatif hanya mungkin terjadi sebagai reaksi terhadap suatu permohonan atau usul
dan dapat mengandung :

2 Suatu pernyataan tidak berwenang.
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b. Suatu persyaratan tidak dapat diterima.
c¢. Suatu penolakan sepenuhnya
Oleh karena ketetapan negatif itu tidak meciptakan sesuatu, maka ketika itu
ia habis daya lakunya begitu keluar maka dengan sendirinya ia menghilang, serta
merupakan halangan bilamana dikemudian hari permohonan yang sama diulang
pembatalan ketetapan negatif tidak ada artinya, seperti pembatalan dari ketetapan-
ketetapan kilat juga tidak ada artinya.
3. Ketetapan sebagai tindakan dari overheid orgaan (Pemerintah Dalam arti luas).
Pada uraian terdahulu telah dibahas bahwa tindakan-tindakan dalam lapangan
bestuur (bestuurshandeling) dilakukan pula oleh alat-alat “overheid” (pemerintah
dalam arti luas), yang organisatoris tidak termasuk bestuur (administrasi negara)
akan tetapi termasuk kekuasaan legislatif atau kekuasaan yudikatif Ketetapan ini
dapat dibagi :
a Ketetapan sah (rechtsgeldige beschikking).
b. Ketetapan tidak sah (niet rechtsgeldige beschikking).
Dalam wujudnya ketetapan tidak sah imi dapat pula dibagi menjadi tiga
bahagian yaitu :
Ketetapan yang batal (nietig) atau disebut juga batal absolut (absoluut nietig).
Ketetapan yang batal karena hukum (nietig van rechtswage).
Ketetapan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengertian kebijaksanaan tersebut

zdalah mempunyai implikasi sebagai berikut :
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mengembangkan kebijaksananannya selama turut serta secara aktif mengambil
bagian dalam berbagai segi kehidupan masyarakat dengan menitik beratkan untuk
kepentingan umum.

Dengan diberikannya Freies Ermessen kepada Administrasi Negara atau
Pemerintah, hal ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang dipegang oleh badan
pembentuk Undang-undang (legislatif) dipindahkan ke dalam tangan pemerintah, hal
yang demikian ini merupakan konsekwensi logis dari suatu Welfare State, yaitu
ekonomi lebih dipimpin oleh pemerintah, sehingga kekeuasaan eksekutif yang
dimiliki pemerintah semakin besar, akan tetapi fungsinya jangan sampai berubah.
Untuk itulah maka tujuan nasional yang telah ditetapkan oleh pendiri negara dalam
alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 menjadi tujuan utama dari
program pemerintah.

Untuk dapat membuat peraturan atas inisiatif sendiri misalnya dalam bentuk
Peraturan Pemerintah, maka sudah tentu administrasi negara memerlukan fungsi
iegislatif, dengan demikian apakah ada dasar hukumnya yang mengatur pemberian
fungsi legislatif kepada badan eksekutif ?

Kekuasaan membuat peraturan atas inisiatif sendiri yang diberikan kepada
administrasi negara secara tegas dikemukakan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang
Dasar 1945 yaitu : “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak
menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang”.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945
«u sangatlah perlu diadakan demi keselamatan negara yang dapat dijamin oleh

#zmerintah dalam keadaan genting, yang memaksa Pemerintah bertindak bebas dan
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hanya alasan belaka, sehingga kerugianlah yang akan diterima oleh masyarakat

bukan keuntungan.

C. Pelaksanaan Kebijaksanaan.

Suatu kebijaksanaan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan
mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat, dengan kata lain
tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian
dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara Tugas dan kewajiban
pejabat dan badan-badan Pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijaksanaan
negara, akan tetapi juga dalam pelaksanaan kebijaksanaan negara tersebut.

Kebijaksanaan Pemerintah yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan
Negara wajib dilaksanakan seperti yang ditegaskan dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
menegaskan bahwa : Rangkaian program pembangunan yang terus menerus tersebut
dimaksudkan mewujudkan Tujuan Nasional, seperti yang termaktub dalam Undang-
zndang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
«zhidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
cerdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam mewujudkan pembangunan tersebut maka harus diperhatikan

seberapa azas yaitu :
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Azas manfaat, ialah bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat
dimanfaatkan sebesar-besar bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan
rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan, ialah bahwa usaha mencapai cita-cita
dan aspirasi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh
rakyat yang dilakukan secara gotong royong dan dijiwai oleh semangat
kekeluargaan,

Azas Demokrasi, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang
politik, sosial dan ekonomi serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah
nasional berusaha sejauh mana mungkin menempuh jalan permusyawaratan
untuk mencapai mufakat.

Azas Adil dan Merata, ialah bahwa hasil-hasil material dan spritual yang dicapai
dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan
bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang
layak diperlukan bagi kemanusian dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang
diberikannya kepada bangsa dan negara.

Azas Prikehidupan Dalam Keseimbangan, 1alah keseimbangan antara
kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan keduniaan dan akhirat, antara
kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan perikehidupan darat,
laut dan udara serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Azas Kesadaran Hukum, 1alah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu
sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan
menjamin kepentingan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Univ&Al"csé&:gg H%qﬁ?r‘%ﬁe&itory uma.ac.id)5/8/24



H. Ilham Eddy - Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kebijaksanaan Pemerintah....
28

7. Azas Kepercayaan dan Diri Sendiri, yaitu bahwa pembangunan nasional harus
berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta
bersendikan kepada kepribadian bangsa

Melalui azas-azas tersebut di atas dapat diharapkan Pembangunan Nasional
akan tercapai untuk mewujudkan tujuan negara, guna mencapai serta mewujudkan
tujuan negara tersebut maka diperlukan sarana-sarana tertentu, baik sarana berbentuk
manusia maupun yang berbentuk benda, seperti benda bergerak, benda tidak
bergerak, modal dan sebagainya Oleh karena yang bertindak dalam melakukan
tersebut adalah pemerintah, maka hal itu tidak terlepas dari prinsip-prinsip suatu
Negara hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara
Hukum (Rechtsaat) yang mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya
Pemerintah dan Lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-
tindakan apapun, haruslah dilandasit oleh hukum atau harus dapat dipertanggung
jawabkan acara hukum.

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material, setiap
tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan atau landasan ialah -
kegunaannya (doelmatigheid) dan landasan hukumnya (rechtmatigheid). Dalam hal
ini harus selalu diusahakan agar setiap tindakan Negara (Pemerintah) itu selalu
memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Tindakan-tindakan yang
demikian dalam Hukum Administrasi Negara diberikan kepada Pemerintah untuk

memiliki kebebasan bertindak dalam melaksanakan kebijaksanaannya sebagai
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tersebut tidak diterapkan maka akan bertentangan dengan asas pemerintahan yang
layak, yakni asas kepercayaan (vertrouwenbeginsel).

Suatu aspek khusus dalam kasus ini adalah bahwa lembaga yang berwenang
adalah Inspekur Pajak sesungguhnya menurut hirarkis pegawai adalah bawahan dari
Menteri Keuangan, oleh karena itu Menteri dapat setiap saat memberi petunjuk-
petunjuk kepada Inspektur Pajak. Hal ini dapat pula ditangani berdasarkan atas asas
kepercayaan, karena warga yang bersangkutan boleh saja percaya bahwa inspektur
pajak akan mematuhi surat edaran Menteri dan jika dimungkinkan demikian, maka
Menteri akan memerintahkannya pada inspektur pajak.

Di Indonesia adanya serangkaian peraturan kebijaksanaan dapat dilihat pada
berbagai keputusan, surat edaran, surat edaran bersama, dan lain-lain. yang dibuat
oleh lembaga administrasi negara. Hanya saja produk peraturan kebijaksanaan
sedemikian masih belum secara sadar diberlakukan sebagai peraturan kebijaksanaan,
mengingat ketiadaan wewenang pembuatan dari administrasi negara yang membuat
peraturan  peraturan tersebut kadang kala perlu dilihat melalui sudut ukuran
pendekatan hukum. Hal imt mengakibatkan bahwa suatu peraturan kebijaksanaan
vadang kala dinilai sebagai produk perbuatan penguasa yang melanggar hukum.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan memang
diperlukan administrasi negara dalam mewujudkan tindakan dalam penyelenggaraan
cemerintah berdasarkan kepentingan umum, akan tetapi kebijaksanaan tersebut tidak
dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehinggga walau
vagaimanapun kebijaksanaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan

endang-undang. Apabila kebijaksanaan bertentangan dengan undang-undang maka
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BAB III
PELAKSANAANPERUSAAHAN INTI RAKYAT (PIR)
DIINDONESIA

Pelaksanaan pembangunan perkebunan dalam saat ini adalah merupakan
kelanjutan dan peningkatan dari usaha-usaha yang dilaksanakan mulai sejak Pelita
I, yaitu meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dalam
negeri dan meningkatkan ekspor Non Migas, usaha-ucaha tersebut dilaksanakan
terutama melalui kegiatan-kegiatan ekstensifikasi, rehabilitasi, intensitikasi,
diversifikasi atau peremajaan kebun-kebun yang telah ada.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa
tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Femudian Pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa Bumi
dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan berdasarkan ketentuan maka setiap langkah pembangunan harus
dilakukan secara terpadu dan diusahakan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran
program nasional yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan. Oleh karena itu setiap
usaha peningkatan produksi harus sekaligus terkait pada tujuan untuk meningkatkan
pendapatan petani dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya

Secara konsepsional Pola Perusahaan Inti Rakyat mengandung unsur-unsur
vang dapat mendorong terselenggaranya peningkatan pendapatan rakyat, terutama
oetani yang pada gilirannya dirasakan juga sebagai penyediaan lapangan kerja
Dengan semakin meningkatnya perkembangan dart perusahaan-perusahaan
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perumahan sederhana dengan tapaknya secluas 0,25 Ha, terkecuali bagi lokasi
peremajaan kebun yang dibagikan hanya lahan yang sudah bertanam, dengan luas
pemilikan bervariasi antara 0,50 s/d 2 Ha.

Kemudian kepada para petani peserta sejak dini direncanakan untuk turut
aktif dalam kegiatan proyek, yang sementara waktu sampai dengan tanaman tersebut
berhasil, maka para petani peserta tersebut masih disebut sebagai Calon Petani
peserta. Setelah nantinya tanaman tersebut menghasilkan dan mereka telah melewati
berbagai seleksi, barulah mereka dikukuhkan sebagai pemilik dengan suatu
kewajiban untuk menanda tangani akad kredit selanjutnya selama kredit belum lunas,
maka sertifikat tanah sebagai lahan perkebunan diserahkan kepada Bank yang
ditunjuk sebagai jaminan (agunan) kredit mereka.

Seperti telah diuraikan terdahulu bahwa pada tahun 1980 telah dilaksanakan
kerja sama antara Pemda Tingkat II Labuhan Batu dengan beberapa pihak PTP,
selanjutnya Pembangunan Perkebunan melalui Pola PIRBUN di Daerah Tingkat I
Labuhan Batu dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perusahaan Perkebunan Besar Negara
Dimana jenig tanaman yang dikembangkan adalah tanaman karet dan kelapa sawit
dengan realisasi penanaman sampai sekitar 8.918,36 Ha tanaman karet dan 9.446 Ha
tanaman kelapa sawit, yang tersebar di sembilan lokasi kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Kualuh Hulu.

2. Kecamatan Aek Natas.

)

Kecamatan Na. IX - X
4. Kecamatan Marban.

2. Kecamatan Bilah Hulu.
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Dart jumlah tersebut di atas maka dapat diserap pada proyek PIR adalah
sebanyak 63.075 KI atau sekitar 315.375 jiwa”’

Peningkatan Hasil Devisa.

Dengan pola PIR ini dapat memberikan pemasukan devisa dari ekspor karet dan
kelapa sawit pada akhir Pelita IV sekitar US $ §,5 Milyard.™

Peningkatan Pendapatan Petani peserta.

Pada umumnya para petani peserta sebelumnya mempunyai pendapatan
perkapita di bawah garis kemiskinan (nilai setaraf 240 Kg beras, @ Rp. 200 =
Rp. 48.000), yang berarti mempunyai pendapatan dibawah Rp. 240.000 per KX
atau sekitar US $ 384/K.K. Dengan pola PIR ini pendapatan petani peserta dapat
ditingkatkan menjadi 1.000 — 2.000 US $ pertahun.™

Pelestarian Sumber Daya Alam.

Dengan dikembangkannya pola PIR ini, maka para petani liar yang sebelumnya
selalu berpindah-pindah dalam mengolah lahan yang membawa efek bagi
kerusakan kelestarian hutan, dikordinir sedemikian rupa sehingga kelestarian
alam lebih dapat terjamin.

Manfaat bagi Pemerintah Daersh.

Manusia yang dikelompokan dan dimukimkan adalah dikembangkan dengan cara
terpimpin, mereka berasal dan berbagai lapisan penduduk dengan latar belakang

vang berbeda dalam kultur dan pendidikannya, sehingga dengan penyuluhan

'Ir. E. Sitorus, Op cit, hal 21.
% Ibid, hal 22.
* Ibid, hal 22.
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- Fatwa Tata Guna Tanah adalah ketetapan tentang penggunaan tanah yang
dikeluarkan oleh Direktorat Tata Guna Tanah (TGT) pada Direktorat
Jendral Agraria (sekarang BPN).
- Disain Tata Ruang (DTR) skala 1 : 5.000 dari Tata Guna Tanah
berdasarkan Pola Proyek Perkebunan.
¢. Pengukuran dan Pemetaan Lahan Proyek.
Pengukuran dan Pengolahan data permohonan yang diajukan sepenuhnya akan
dilaksanakan oleh Direktorat Pengurusan Hak Tanah atau Direktorat Land
Reform, kemudian hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
Pemberian atau Penegasan Hak Atas Tanah.
d. Inventarisasi dan Pengolahan Data Pemohon
Inventarisasi dan pengolahan data pemohon yang diajukan sepenuhnya akan
dilaksanakan oleh Direktorat Pengurusan Hak Tanah atan Direktorat Land
Reform, kemudian hasil tersebut akan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan
Pemberian atau Penegasan Hak Atas Tanah.
=, Petani Peserta Proyek.
Bagi para petani peserta harus mempunyai Surat Keputusan Penetapan Petani
Peserta dari Pemimpin Proyek, dimana sebelumnya petani peserta diwajibkan
untuk menyelesaikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat keputusan
tersebut yaitu membayar uang wajib kepada negara.
I Penyediaan Biaya
Penyediaan biaya dari proyek didasarkan atas perjanjian kerja sama antara
pemimpin proyek dengan :
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- Direktur Tata Guna untuk penyelesaian Fatwa Tata Guna Tanah dan
Disain Tata Ruang.

- Direktur Pengurusan Hak Tanah untuk menerbitkan Surat Keputusan
Pemberian Hak Milik.

- Direktur Pendaftaran Tanah untuk penyelesaian pengukuran, pemetaan

dan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah.

Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi barulah diterbitkan Surat Keputusan
Pemberian Hak Milik, penerbitan Surat Keputusan imi dilaksanakan oleh Kanwil
Badan Pertanahan Nasional Propinsi atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Satu sertifikat untuk lahan pekarangan dengan luas maksimum 2,500 M2 (0,25
Ha).

b. Satu sertifikat untuk lahan usaha (Febun plasma) dengan luas maksimum 20,000
M2 (2 Ha).

¢. Untuk luas lahan yang lebih dari ketentuan di atas harus melalui Menteri Dalam
Negeri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebab Pemerintah melalui Pasal 8
Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 mengadakan usaha-usaha agar supaya
setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha

Seluruh kegiatan tersebut dapat dirinci jangka waktu penyelesaiannya sebagai
berikut :

a. Penyelesaian pada Direktorat Tata Guna Tanah memakan waktu selama 13

bulan.
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z Pengeluaran nyata dar1 dana kredit yang telah dipergunakan proyek sampai
dengan saat konversi dilaksanakan atau Surat Perjanjian Membuka Kredit
(Perjanjian Kredit) ditanda tangani. Pengeluaran ini merupakan jumlah dari pada

kredit yang dipergunakan, untuk :

Pembangunan kebun plasma menurut tahun tanam.

Pembangunan rumah dan pembukaan pekarangan.
- Pembangunan lahan pangan dan paket tanaman pangan.
- Pembangunan jalan yang merupakan komponen kredit.
- Sertifikat lahan.
- Overhead cost.
- Pembayaran komponen-komponen lainnya,sesuai dengan Daftar Isian
Pembiayaan Proyek (DIPP).
Khusus untuk NES ditambah pula dengan pengeluaran lainnya (apabila
ada) yang meliputi :
= Biaya peralatan atau kenderaan.
= Biaya pembangunan proyek.
Plafond DIPP, merupakan tolok ukur dalam menetapkan jumlah maksimum
kredit dari masing-masing petani peserta, atas dasar perhitungan realisasi unit
cost dar1 DIPP tiap tahun Anggaran menurut kegiatan yang bersangkutan.
Atas dasar kriteria komponen kredit yang tersebut di atas, maka didapatiah
zzra penghitungan kredit masing-masing petani peserta sebagai berikut : Misalnya

“rogram Pengembangan Karet pada suatu Proyek Perusahaan Inti Rakyat, yang
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menampung petani sebanyak 2.000 KK, dimana dalam pembangunan dari proyek itu

menelan biaya-biaya sebagai berikut :

a

b.

a
.

Biaya Bangunan Rp. 100.000.000.-
Biaya Pembangunan Jalan untuk proyek Rp. 4.000.000.-
Biaya alat-alat berat pertanian atau kenderaan khusus untuk NES Rp.
50.000.000.-
Biaya satu blok tanaman karet seluas 100 Ha, termasuk overhead sebesar Rp.
220.000.000.- yang terdiri dari :
- Biaya persiapan tanaman Rp. 66.000.000.-
- Biaya penanaman dan pemeliharaan Rp. 154.000.000.-
Dimana pada satu bloknya yang ditanam pada tahun 1982/1983, seluas 100
Ha itu berarti 50 KK.
Biaya pembukaan lashan pangan dan pekarangan untuk 50 KK sebanyak Rp.
15.000.000.-

Setelah perkebunan karet tersebut ditanami barulah dibagikan kepada petani,

dimana seorangnya menerima kebun seluas 2 Ha dengan jumlah pohon yang telah

memenuhi persyaratan teknis kebun sebanyak 800 pohon, disamping itu mereka

menerima juga sebuah rumah dan lahan pekarangan.

Maka perhitungan beban kredit petani tersebut sebagai berikut :

Realisasi biaya langsung per Kepala Keluarga adalah :

- Pembangunan rumah Rp. 750.000.-

- Paket tanaman pangan Rp. 60.000.-

- Sertifikat lahan Rp. 75.000.-
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Sehingga diperoleh total kredit keseluruhan per KK =

- PIR Khusus : Rp. 885.000 + Rp. 4.618.240 =Rp. 5.503.240.-
- Proyek NES : Rp. 925.000 + Rp. 4.618.240 + Rp. 75.000
=Rp. 5.618.240.-

. Tahap Pengiriman Dokumen Untuk Konversi :

Setelah melalui tahap pertama yaitu tahap persiapan konversi, maka
selanjutnya dilakukan tahap pengiriman dokumen untuk konversi, dalam tahap ini
vang perlu diperhatikan adalah :

1. Dokumen-dokumen sebagai syarat formal petani peserta yang terdiri dari :
a. Surat Keputusan pemimpin proyek tentang penunjukkan petani peserta.
b. Surat perjanjian antara petani peserta dengan pimpinan proyek.
c. Kartu petani peserta proyek.
d. Daftar petani peserta yang akan dialihkan.
e. Data-data petani.
f  Sertifikat lahan tanaman perkebunan plasma.

Sedangkan sertifikat lahan pangan dan lahan pekarangan pada proyek PIR

Khusus dan NES, dapat diserahkan kemudian kepada bank pelaksana setelah

sertifikat tersebut diterbitkan.

g Khusus Proyek NES, juga dilampiri Surat Keputusan Pemimpin Proyek
sebagai peserta proyek NES.

2. Jangka Waktu Pengiriman.
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Atas dasar dari hasil persiapan dokumen konversi, diharapkan agar konversi

dapat segera dilaksanakan tepat pada waktunya, untuk itu maka proyek harus sudah

menyampaikan dokumen konversi kepada bank pelaksana/penyalur selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum konversi dilaksanakan.

[I1. Tahap Penelitian atau Penilaian Bank.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam

Pengembangan Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan, pihak proyek

mengadakan perjanjian kerja sama dengan bank pelaksana atau penyalur untuk

pembelian dan pembayaran hasil panen serta pelunasan kredit petani peserta Akan

tetapi sebelum bank menerima penyerahan ini, bank terlebih dahulu mengadakan

penelitian terhadap teknis dan kelengkapan dari pada perkebunan plasma dan petani

peserta itu sendiri.

Berdasarkan dokumen konversi yang disampaikan pihak proyek kepada

xantor Cabang Bank pelaksana atau penyalur, selanjutnya kantor cabang tersebut

mengadakan penelitian atau pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan teknis

perkebunan yang meliputi :

Penelitian Petani peserta

Penelitian ini meliputi kelengkapan dokumen atas dirn masing-masing petani

antara lain :

a. Surat Keputusan Pemimpin proyek tentang penetapan petani peserta.

b.

C.

Surat perjanjian antara pemimpin proyek dengan petani peserta

Kartu petani peserta.
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d. Daftar petani peserta yang akan dialihkan.

e. Sertifikat tanah perkebunan petani peserta.

f Dokumen lain yang dianggap perlu.

.. Penelitian Teknis Kebun Plasma.

Dalam penelitian ini bank pelaksana atau penyalur mengadakan penelitian-

penelitian :

a. Apabila Bank sebagai pelaksana.
Apabila bank itu sebagai pelaksana maka penelitian teknis kebun, meliputi
data-data petani peserta dan penelitian lapangan mengenai keadaan tanaman
dan juga mengenai luas areal yang dapat diajukan kepada bank untuk
dikonversi.
Dasar dan cara penilaian terhadap para meter yang dinilai bagi masing-
masing budi daya akan disesvaikan dengan pedoman teknis penilaian yang
telah disepakati dan diatur tersendir: antara Direktorat Perkebunan atau Team
Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan dengan bank pelaksana atau
penyalur.

b. Apabila Bank sebagai Penyalur.
Apabila bank itu hanya sebagai penyalur pneletian yang dilakukan hanya
penelitian meliputi data-data petani peserta proyek saja, sedangkan penilaian
ke lapangan mengenai keadaan dan luas perkebunan dilakukan oleh proyek.
Penilaian teknis tanaman ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jendral

Zerkebunan cq Team Khusus Proyek Perkebunan Berbantuan (TKP2B) dan
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penulis menguraikan tentang Tinjanan Hukum Administrasi Negara
Tentang Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dalam Melaksanakan
Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBUN) Guna Mewujudkan Kesajahteraan
Rakyat, uraian tersebut telah penulis lengakpi dengan beberapa data yang diperoleh
dari Kantor Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara. Setelah itu maka bagian
akhir dari uraian materi skripsi penulis membuat beberapa kesimpulan dan beberapa

saran-saran.

A. Kesimpulan.

1. Salah satu Tujuan Nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
Rakyat Indonesia, hal ini merupakan tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Sehingga Pemerintah harus dapat mengambil suatu kebijaksanaan
agar kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan.

2. Propmnsi Sumatera Utara adalah merupakan wilayah yang tepat untuk
mengembangkan agrobisnis melalui pengembangan perkebunan, sehingga
untuk itu pengambangan perkebunan merupakan kebijaksanaan Pemerintah
yang tepat guna dan berhasil guna.

3. Untuk dapat mengikut sertakan petani setempat sebagai peserta proyek

pengembangan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIRBUN), maka
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